
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, Walikota menetapkan pengalokasian

Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa/Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa/Negeri Di Kota

Ambon Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat

II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku

(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai

Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor

111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

WALIKOTA AMBON
.   PROVINS1 MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR ^^^^ TAHUN2018



3.Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang

Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak-

Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara^^Nomor 809)^_^ f2

5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3137);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005

tentang Penetapan Kembali Negeri  Sebagai Kesatuan

Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku

(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor

14);



9.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon

Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun

2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon

Nomor 294);
10.Peraturan Daerah   Kota   Ambon Nomor 13 Tahun

2018 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah    Kota    Ambon  Tahun Anggaran 2019,

(Lembaran Daerah Kota Ambon 2018 Nomor 13 Sen A);

11.Peraturan Walikota  Ambon Nomor   55 Tahun 2018

tentang Penjabaran   Anggaran   Pendapatan    dan

Belanja Daerah Kota   Ambon   Tahun Anggaran

2018 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI

SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN

2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ambon.

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah otonom.

3.Walikota adalah Walikota Ambon.

4.Perangkat Daerah adalah unsur pembatu Walikota dan Dewan Perakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan yang menjadi kewenangan

daerah.



5.Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat

berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal  usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
6.Alokasi ADD dan selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

dan pemberdayaan masyarakat.

7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat  Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa/ Negeri.
8.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi  pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan secara demokratis.

9.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan

yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

10.Jumlah Desa adalah jumlah Desa/Negeri yang ditetapkan oleh Menteri

Dalam Negeri.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat

APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12.Rekening Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat RKUD.

13.Rekening Kas Desa Selanjutnya disingkat RKD

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal2

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran

2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi dasar; dan



b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk,

angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap

kabupaten / kota.

Pasal3
Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,

adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari anggaran Alokasi Dana

Desa.

Pasal 4
Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung

berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan

indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal

4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

W = [(0,25 x Zl) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (ADDkab/kota -

ADkab/kota)

Keterangan:

•W = Alokasi dana desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan

geografis desa setiap kabupaten/kota

•Zl= rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa

nasional

•Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk

miskin desa nasional

•Z3= rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total penduduk miskin

desa nasional

•Z4= rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang

memiliki desa

•ADD Kota Ambon = Pagu Alokasi Dana Desa Kota Ambon

•AD Kota Ambon = besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa

dalam Kota Ambon



Pasal6
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang

berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di

bidang statistik.

Pasal 7

Ptenetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Ambon

Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

(1)Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2)Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas

Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Alokasi

dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan

penyaluran telah dipenuhi.

(3)Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a.tahap I pada Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni

sebesar 20% (dua puluh per seratus);

b.tahap II pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni

sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan

c.tahap III pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

(4)Penyaluran Alokasi  Dana Desa tahap I  dilakukan setelah Kepala

Desa/Pemerintahan Negeri menyampaikan:

a.Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada walikota; dan

b.Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya kepada walikota paling lambat tanggal 31 Januari tahun

berjalan.

(5)Penyaluran Alokasi  dana desa tahap II dilakukan setelah Kepala

Desa/Pemerintahan Negeri menyampaikan laporan realisasi penggunaan

Alokasi Dana Desa tahap I dengan ketentuan:

a.Penyerapan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan

b.Penggunaan/output sebesar 50% (lima puluh per seratus).



(6) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa

menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I

dan tahap II dengan ketentuan:

c.Penyerapan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan

d.Penggunaan/output sebesar 50% (lima puluh per seratus).

BAB IV
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI

Pasal9

(1)Alokasi Dana Desa untuk membiayai Bidang Pemerintahan, Bidang

Pembangunan,  Bidang   Pembinaan  Kemasyarakatan,Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Belanja Tak Terduga yang

disesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan Walikota Ambon tentang

Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019.

(2)Alokasi dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak

termasuk dalam prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan walikota.

(3)Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada

saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

PasallO

(1)Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri  bertanggung jawab  atas

penggunaan Alokasi Dana Desa.

(2)Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan

Alokasi Dana Desa.

(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dam Belanja Daerah.

BABV

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

(1) Kepala Desa/Pemerintahan Negeri dengan dikoordinasikan oleh camat

setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa

Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan

kepada Walikota.



CL

(2) Penyampaian  laporan  realisasi  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a.Tahap I paling lambat minggu kesatu bulan Juni tahun anggaran

berjalan;
b.Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran

berjalan; dan
c.Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan paling

lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasall2

(1)Walikota menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:

a.Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam

•   Pasal8 Ayat (4);
b.Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya

lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;

c.terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2)Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I

tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun

anggaran sebelumnya.

(3)Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya

lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada

tahap I, penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

(4)Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD

tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga

Sisa Alokasi Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga

puluh persen) dari  anggaran Alokasi  Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya.

(5)Dalam hal sampai bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana

Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga

puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi

Dana Desa tahap II.



BERITA/DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 N0M0R

^NTHONY GUSTAF/LATUHERU ' -

Diundangkan di Ambon

pada tanggal2018

SEKRETARIS KOTA AMBON, f

Pasal 13

(1)Walikota menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam

hal:
a.Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan

b.terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2)Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulanj

November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa tidak dapat

disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di

RKUD.
(3)Walikota memberitahukan kepada kepala Desa/Pemerintahan Negeri yang

bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa yang ditunda penyalurannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan

November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam

rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal  2 0 P^**"r  2018
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2,142,971,250

2,142,971,250

2.142,971,250

2.142,971.250

2,142,971,250

2,142,971,250

2,142,971,250

2,142,971,250

-4

AlokMl
DM

IAWIRI

RIIMAH   TIGA

POKA

MUNUTH/
WA1HERU

NAN1A
1 AMA

LATTA

HALONG

HASSO

SOYA

BATU  MERAH

GALA LA

HAT1VE  KECiL

UKIMESSING

AMAHUSU

NUSANIWE

SF.1LALE

LATU HALAT

-3

Nama
Desa/Negeri

fEI.UK AMBON

PELUK AMBON

fRLUK AMBON

TEI.UK AMBON

BAGUALA

UAGUALA

BAGUALA

BAGUALA

BAGUALA

BAGUALA

SIRIMAU

SIRIMAU

S1R1MAU

S1RIMAU

NUSANIWE

NUSANIWE

NUSANIWE

NUSAN1WE

NUSANIWE

-2

Kecamxtan

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

^

5

4

3

2

I

-I

Lampiran

Peraturan Walikota .̂ mbon

Nomor  : Jff      Tahun 2018
Tanggal : ^9 Otf^*^ 2018

Tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri

Setiap Desa/Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2019



71,432,378,000

2,279,849,98'

2,279,065,55:

2,399,561,176

2,262,793,896

2,253,208,861

2,301,738,636

2,256,521,344

2.279,261,394

2,462,604,357

2,509,609,554

p^-Dou/Rogui

AkkuiDmM

7,143^37,800

136,878,734

136,094,302

256,589,926

119,822,646

110,237,61 1

158,767,386

113,550,094

136,290.144

319,633,107

366.638,304

-27

Alokul
Fonaal*

0.019162002

0.019052188

0.035920677

0.016774277

0.015432444

0.02222625

0.015896167

0.019079604

0.O44746252

0.051326629

•20

Total
Bobot

0.38

0,0 110

0.0094

0.0083

0.0103

0.OO9O

0,0110

0.0111

0.01O6

0,0060

0.O09O

-19

Bobot

1

0.0441

0.0377

0.0334

O.O412

0.0362

0.0439

0 0443

0.0425

0.0242

0.0361

•IS

Rulo
IKG

782*4

33.163912

28.4O3954

25.130138

31.041116

27.246456

33.037947

33.328466

31,999592

18.204135

27.172242

•17

DCG

0.18

0.0022

0.OO33

0.O066

0.0022

0.0022

0.0022

0.0013

0.0022

0.OO75

0.0133

-16

Bobot

1

0.0147

0.0221

0.0442

0.0147

0.0147

0.0147

O.OO88

0.0147

0.050 1

0.0883

-16

Rulo
LW

386^1

3.772286

5 6584 28

11.316857

3.772286

3.772286

3.772286

3.772286

12.82577 L

22.6337 14

•11

LW

Lou WUtyak (LW)

0.8

0.0O57

O.OO59

0.0191

O.OO38

0.0039

0.OO87

0,0060

0.0237

0.0264

•13

Bobot

1

0.0113

0.0118

0.038 1

0.0077

0.OO77

0.0174

0.0119

0.0575

0.0528

•12

Rulo
JPM

18,363

174

182

586

118

119

267

97

183

883

81 1

-11

JPM

joaj^i pearfvdsk MaUm (JFM)

0.1

0.OO03

0.0OO4

0.0019

0.OOO4

0.0OO3

0.0OO4

0.0OO3

0.OO03

0.OO25

0.O027

-10

Bobot

1

0.0028

0.0038

0.0188

0.0042

0.O03O

0.0O36

0.0O35

0.0029

0 0245

0.0266

-9

RuloJP

211,786

588

813

3,978

884

642

756

734

612

3,198

5,629

•8

JF

Jutteb rendnctofc (JP)

Alokul Formate

-7

Alokui

6

6

9

5

5

7

4

6

10

9

-6

Dull
jm

BERKEMBANG

BERKEMBANG

MAJU

PERTINGGAL

PERTINGGAL

SANGATTERTINC

MAJU

MAJU

BERKEMBANG

-5

KkUBkulD—
DM

64,2B,13T.9O0

2,142,971.250

2,142,971,250

2,142,971,250

2,142.971.250

2,142,971,250

2.142,971,250

2,142,971,250

2,142,971,250

2,142,971.250

2,142,971,250

Alokul
Duu

Total

LEAHARI

RUTONG

HUTUMURY

HATALAl

NAKU

KILANG

EMA

HUKURILA

LAHA

HATIVE BESAR

-3

— • ^ama — •
Deaa/Negeri

LEITIMUR SEIATAN

LEITIMUR SEIATAN

LEITIMUR SEIATAN

LEITIMUR SEIATAN

LEITIMUR SEIATAN

I-E1TIMUR BEIATAN

LEIT1MUR SEIATAN

LE1T1MUR SEIATAN

TELUK AMBON

TELUK AMBON

-a

Kecamatan

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

-1

So


